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PERBANDINGAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI ANTARA 

INDONESIA DAN JERMAN 

ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting yaitu sebagai lembaga dalam 

menjalankan check and balances dan juga representasi dari demokrasi itu sendiri 

sehingga kinerja dari hakim konstitusi harus dijaga dengan sebuah kode etik. Kode 

etik sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap hakim konstitusi agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum 

(peraturan). Indonesia dan juga Jerman mempunyai sistem hukum yang sama dan 

juga latar belakang sejarah yang mempunyai kemiripan dimana kedua negara 

pernah mengalami rezim otoriter, dan Mahkamah Konstitusi hadir untuk mencegah 

hal tersebut muncul kembali. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi terkait pedoman kode etik hakim konstitusi merujuk pada The Bangalore 

Principles 2002. Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai kedudukan 

setara dengan Peraturan Presiden secara “kondisional”. Kepustakaan ilmu hukum 

Peraturan Mahkamah Konstitusi sejatinya mempunyai sifat internal regelingen 

yang berarti bahwa karakter PMK hanya mengikat ke dalam suatu lembaga. 

Sebaliknya, Negara jerman tidak mengatur secara rinci dalam suatu peraturan 

seperti yang terdapat di Indonesia. Jerman mengatur terkait kode etik dalam 

Bundesdisziplinargesetz – BDG yang berkedudukan sebagai Undang-Undang 

dalam masalah disiplin federal yang berlaku secara mutatis mutandis dengan 

Deutsches Richtergesetz – DRiG.  Aspek pembeda yang menjadi variabel 

perbandingan antara Negara Indonesia dengan Negara Jerman terdapat pada 

kewenangan dalam mengadili pelanggaran kode etik hakim konstitusi, sanksi yang 

diberikan, proses peradilan ataupun persidangan, produk hukum yang dihasilkan 

dari proses persidangan, subjek yang berhak mengajukan laporan.  
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ABSTRACT 

The Constitutional Court has an important role as an institution in carrying 

out checks and balances and also a representation of democracy itself so that 

the performance of constitutional judges must be maintained by a code of 

ethics. The code of ethics is a form of supervision of constitutional judges so 

that the implementation of the duties and functions of judges can be carried 

out in accordance with the law (regulations). Indonesia and Germany have the 

same legal system and also a similar historical background where both 

countries have experienced authoritarian regimes, and the Constitutional 

Court is present to prevent this from reappearing. The results show that the 

Constitutional Court Regulation related to the guidelines for the code of ethics 

for constitutional judges refers to The Bangalore Principles 2002. The 

Constitutional Court Regulation itself has the same position as the 

Presidential Regulation “conditionally”. The legal literature of the 

Constitutional Court Regulation actually has the nature of internal regelingen, 

which means that the character of the PMK is only binding on an institution. 

In contrast, Germany does not regulate in detail in a regulation as found in 

Indonesia. Germany regulates the code of ethics in the 

Bundesdisziplinargesetz - BDG which is a law in federal disciplinary matters 

that applies mutatis mutandis with the Deutsches Richtergesetz - DRiG.  The 

distinguishing aspects that become comparative variables between Indonesia 

and Germany are the authority to prosecute violations of the code of ethics of 

constitutional judges, the sanctions given, the judicial process or trial, the 

legal products resulting from the trial process, the subject who is entitled to 

file a report. 

 

Keywords: Comparative Law, Code of Ethics, Constitutional Court Judges 

  


